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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhana wa Ta'ala, Tuhan

Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami masih

diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk kelengkapan
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Nganjuk tahun 20 1 8-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari
visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang akan
dicapai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai marla yang

tertuang pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 TaL:un 2O2l
Tentang Kedudukan, Susunar Organisasi, T\rgas Dan Fungsi, Serta

Tata Ke{a Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus

Kabupaten Nganjuk, sebagai komimen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2O23.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Inspekorat Daerah

Kabupaten Nganjuk ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai dasar evaluasi kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada periode 2Ol&-2O23.

Semoga Allah Subhana wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,

menganugerahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita
semua. Amin.

PE DAERAH
TE GANJUK

-L./2
Ir. oNo. M.si
Pembina Utama Muda
NrP. 19640311 199303 10r2
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BAA I
PEI|DAHI'LUAIT

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ola-2O23 merupakan dokumen
perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan ara-l. kebijakan,
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk kurun waktu
5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen

Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang

telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih.
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-

OPD) adalah dokumen perencanzran OPD untuk periode 5 (lima)

tahun yang disusr:n untuk menjamin adanya konsistensi
perencana€rn dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap

kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif
dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan

masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan

tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud,
pengawasan intemal merupakan komponen penting dan bagian

integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan

Internal Pemerintahan Daerah sebagai suatu fungsi manajemen

harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan
secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah
ditetaplsl dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal
pemerintah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional,

terpadu serta berkesinambungan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Nganjuk salah satu
daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Berdasarkan hasil
pesta demokrasi tersebut pada tanggal 24 September 2018 Gubernur
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Jawa Timur melantik H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos, MM, sebagai

Bupati Nganjuk dan DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM,

MBA, sebagai Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2OlB-2023.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4

tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1)

dan pasal 19 ayat (2), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4

tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun
untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap

organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi masing-masing OPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2OL8-2O23 serta memperhatikan

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan yang dilakukan dengan

pendekatan teknoktratik, pofitis dan partisipatif serta bottom up dan

top down, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2Ol9 yang

merupakan pengganti dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2016
bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah menjadi " sirqle adebasd yang

digunakan dalam pen5rusunan perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pertanggunglawab serta pelaporan kinerja dan

keuangan.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan

seluruh pemangku kepentingan diperlukan perencanaan yang

berkualitas, sinergis dan dinamis. Sesuai mandat yang diberikan
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk
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menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya

dalam jangka waktu lima tahunan (2018-2023\.

Disamping sebagai kewajiban melaksanakan amanat

peraturan perundang-undangan juga dalam rangka mendukung

terwujudnya "Kabupaten Ilgaqiuk yans MCiu drn Bermartabet,
dengan slogan "Nganjuk Nyawiit Mbangun Desa Noto Kutho'yang
dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,

program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4 dan Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587).

c. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Nasional 2OO5-2O25 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO).

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambaha_n
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6O Tahun 2O08
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor l2Z dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tah:un 2OLZ
tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
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h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah.

j. Peraturan Presiden Repubtik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2O19 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O15 Nomor O3).

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O2l
tentang Perubahal atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Baratg/ Jasa Pemerintah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009.

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O7 Tahun 2Ol7 tent"ang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah provinsi dan
Kabupaten/Kota.

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tahun 2O18 tentang
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran
Daerah Tahunan.

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O tentang

Pedomaa Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifrkasi, Validasi, Dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

s. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 tah:un 2022
tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol8-
2023.
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t. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

u. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun 2022 Tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2O|A-2O23.

v. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Dan Fungsi, Serta Tata
Keda Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus
Kabupaten Nganjuk.

I.3. Maksud Daa TuJuan

f. ilaksud
Perencanaan strategis merupalan langkah awal yang harus

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan perencanEran strategis yang jelas dan
sinergis, insta-nsi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Maksud penJrusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2O18-2023 adatah
memberikan arah lebih

baik bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk sebagai ukuran keberhasilan dari capaian

indikator kine{a sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.

2. TuJuaa

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan,
oleh karena itu tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis
Inspelrtorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2Ol8-2O23 adalah
untuk mewujudkan pelaksanan program dan kegiatan secara

bertahap, sehingga sasaran yang diinginkan dapat terlaksana dan
diharapkan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
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akuntabel dapat tercapai, secara konkrit tujuan pen5rusunan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk tahun 2Ol8-2O23 adalah :

a) Menjabarkan T\:juan dan Sasaran SKPD yang dite{emahkan
melalui Penetapan / Pemilihan Program/ kegiatan secara tepat;

b) Sebagai dasar penyusunan Renja/RKT SKPD yang selanjutnya
akan digunanakan sebagai dasar Penyusunan RKA - SKPD;

c) Sebagai Alat/ pijakan melakukan monitoring dan evaluasi atas

capain target kineda.

I.4. Sigtematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ngaljuk disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Strulrhrr Organisasi
2.2. Sumber Daya

2.3. Kine{a Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Inspektorat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementeriaa/ Lembaga dan
Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BABV STRATEGI DANARAH KEBIJAKAN

BABVI PROGRAM DAN RENCANAKEGIATAN

6lPage



BAB VII

BAB VIII

KINERJA PEI.IYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7. 1. Indikator Kineg'a Utama

7.2. Indikator Kine{a Kunci
PENUTUP
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BAB II
GAUBARAIS PELAYAITAIT IIf SPEKTORAT DAERAII

II.1. Tugas, Furrgsi dan Strulrtur Orgaalrasl Inspeltorat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2O2l
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Dan Fungsi,

Serta Tata Keda Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat

Khusus Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk

mempunyai T\rgas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

2.1.1Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat

Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat

Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan T\:gas Pembantuan oleh

Perangkat Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat

Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan ;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugascrn Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana

korrpsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah

kabupaten;

h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
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apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang

dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah tanpa

menunggu penugasan dari bupati;

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan dari Bupati terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang dan I atau kerugian
negaraf daerah wajib melaporkan kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1.3 Struktur Orgaalsasl

A. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari
atas :

Inspektur, membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagran Analisis dan Evaluasi;

c. Sub Bagran Administrasi Umum dan

Keuangan.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I;

3. Inspektur Pembantu Wilayah II;

4. Inspektur Pembantu Wilayah III;

5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

6. Inspektur Pembantu Penanganan pengaduan

Masyarakat, Investigatif, Pecagahan Tindak
Pidana Korupsi dan Pelaksanaaa Reformasi

Birokrasi;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Inspektur.

C. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah

I

J
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dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Inspektur.

D. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Sekretaris.

Berikut bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk:

Mclfl SLSI T ORGNTS St

NSPE(mR{T D Eru r\.{8up,tTril iicArru}i

IISPIhTUR

SIiTRE:IARIS
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-.]

'+--J 
I

_*__--_lL ur EAra lEr#li*uilrr
__f

NSE{IUn
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I]ISPEITIJR

ITEMBAII 
'i- 

ll
llsr..l]l]t ltlltr\Il]

l?ll cllil|i !E il.iu r
ItStAR tlt lxvEm(lfir

l5r(:giAflAll Trtori PtD tA
ruruPsl Dix PELt[5rMri

t__.
I\SPEIiNJR IIISITK"NJR

PE}iIBANIU IV

,AE4r.{n nir,$ni l
ttUrc,{TN PzlllmrM{x JAerIfi tu cxlo{l!
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i I rLo0lxt
(rt.Irc,\rrs EIE&iTrt{

f, 
^uDnoilE FI=ffi

1t.2. Sunber tlaya laspektoret Daereh

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi

dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu

keberhasilan untuk terwujudnya suatu tuJuan, sasar€rn,

kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten

Nganjuk Keadaan Pada Bulan Januari 2O22 sebagat berikut :

a. Jumlah PNS / CPilS / HOI{OR Uenurut Golongan

No. Uraian Satuan Jumlah
I Golongan IV/e Orang

Golongan IVld Orang

Golongan W/c Orang 1

Golongan IV/b Orang 5

Golongan IV/a Orang 4

l0 lP agc'
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.) Golongan III/d Orang 5

Golongan III/c Orang 9

Golongan III/b Orang 3

Golongan III/a Orang l4
3 Golongan II/d Orang t2

Golongan II/c Orang

Golongan IIlb Orang 1

Golongan II/a Orang

4 Golongan I/d Orang

Golongan I/c Orang

Golongan I/b Orang

Golongan I/a Orang

5 Honor/Kontrak Orang 13

Jumlah Orang 67

b. Pejabat Struttural
No. Uraian Satuan Jumlah

1 Eselon II Orang 1

n Eselon III Oralg 6

J Eselon IV Orang 3

Jumlah Orang

c. Pejabat Fungsioaal

No. Uraian Satuan Jumlah
I Auditor Ahli Orang 18

2 Auditor Trampil Orang 15

J P2UPD Orang 4

4 Pranata Komputer I
Jumlah Orang 38

d. StefPNS

No. Uraian Satuan Jumlah

1 Golongan IV Orang 10

2 Golongan III Orang 31

3 Golongan II Orang 13

lllPage
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4 Golongan I Orang

Jumlah Orang 54

e. Pendidikan Formal

No. Uraian Satuan Jumlah

1 Lulusan SD Orang
a Lulusan SLTP Orang

.) Lulusan SLTA Orang

4 Lulusan D-l Orang

5 Lulusan D-ll Orang

6 Lulusan Sarmud/D-lll Orang 13

Lulusan S-l Orang 30

8 Lulusan S-2 Orang lo
9 Lulusan S-3 Orang

10 Lulusan Kejar Paket B Orang

11 Lulusan Kejar Paket C I

Jumlah Orang 54

f. Penjenjangan

No. Uraian Satuan Jumlah

1 (SPATI) / Diklat Pim I Orang

2 (SPADA) / Diklat Pim II Orang 1

(SPAMA) / Diklat Pim III Orang 3

4 ADUM/ADUMLA/Diklat Pim IV Orang 2

g. Lulus Sertifikasi

No Uraian Satuan Jumlah

I Jabatan Fungsional Auditor

Ahli

Orang 13

2 Jabatan Fungsional Auditor

Terampil

J

3 Pengadaan Barang dan Jasa Orang lo
4 Gouerment Awunting

Associate

Orang 1

Risk Management Officer Orang I

12 ll'age
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Sunber Daya Saraaa &a Prasaraan

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk baru

memiliki sendiri Tanah dan gedung pada April 2013,

terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 284 merupakan

Jalan Raya Madiun Surabaya, berada sekitar 3 Km dari

Sekretariat Daerah dan terpisah dari komplek gedung

SKPD lainnya.

Tanah telah/belum bersertifikat seluas 4.41O m2,

Gedung seluas : lO81 M2, yang dipergunakan untuk :

a. Ruang Inspektur : 32 M2

b. Ruang Sekretaris : 22 M2

c. Ruang Auditor : 70 M2

d. Ruang Sekretariat : l0O M2

e. Ruang Irbanwil I s.d IV : 42 M2

f. Ruang Pertemuan : 57 M2

g. Ruang Pemeriksaan : 30 M2

h. RuangArsip/Berkas :125M2
i. Ruang Gudang : 45 M2

j. Mushola : 20 Mz

k. lobby/Teras :2OS M2

l. Pantry : 1O M2

m. Kamar Mandi (4 ruang I @8M. :32M2
n. Tempat parkir :281 M2

Prasarana Listrik dengan daya sebesar 41.500 KWH

sudah cukup memadai, akan tetapi agar kinerja lebih

optimal terlebih saat listrik padam maka perlu adanya
penambahan genset sebanyak I (satu) unit. Prasarana

Komunikasi Telepon / Faximile terdapat 2 (dua) Nomor

telepon/faximile yang sudah terpasang, yaitu Nomor (O358)

321196 untuk Sekretariat dan Tata Usaha Nomor (0358)

32I7l2 untuk Inspektur Kabupaten Nganjuk. Air Condition
(Pendingin Ruang) sudah terpasang di setiap ruang
mendukung kinerja dan operasional kantor. Kebutuhan
prasarana Mesin ketik , Komputer, Note Book, Kamera

Digitaf, Printer, Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor,
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Kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) belum semua

tercukupi.

14 lP age

II.3. Ktaerja Pelayanan Inspehorat Daerah

2.3.a KlnerJa Pelayaaan Inspektorat [laerah Tahun 2O14-

2018

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelalsanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kine{a yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tabel selanjutnya yaitu tabel T-C.23.a yang terkait dengan

capaian indikator per sasar€rn, secara umum rasio pertumbuhan

capaian sasaran, yaitu:

a. Untuk prosentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai

ditindaklanjuti dengan rasio rata-rata 27o.

b. Untuk prosentase tindak lanjut temuan yang selesai, dengan rasio
rata-rata 2o/o

c. Untuk prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai
B, dengan rasio rata-rata 48%o

d. Untuk penurunan prosentase pelanggaran pegawai, dengan rasio
rata-rata 5oZ meskipun pada Tahun 2017 sempat mengalami
kenaikan yang berarti bahwa sasaran tersebut tidak dapat
tercapai.

e. Untuk prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti,
dengan rasio rata-rata 27o meskipun pada awal tahun renstra
sempat turun capaiannya.

Untuk sasaran diatas didukung dengan capaian program

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan untuk pelaksanaan



program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawaszrn digunakan untuk pencapaian sasaran dengal
indikator prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara

yang selesai yang berarti ada pengembalian kerugian daerah/ negara

yang ditindaklanjuti dengan rasio rata-rata 57o.

Berkaitan dengan capaian sasar€rn peningkatan level kapabilitas
APIP yang didukung dengan program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, telah dapat dicapai
peningkatan level kapabilitas APIP pada level 2 di akhir renstra atau
Tahun 2018.
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Tabel T-C.23.a
Pcncapalan KhcrJa Pelayana! Ia.pGltora.t Dacrah Kabupatcn l{gaoJul Tahun 2014 - 2018

IYo Irdll.tor

t$a.t
IPI

tlaPlt

?rrtct
u<x

Trr3ct
Irdt-
Lrtot

Lt[[F

TARCEX REIiSTRA TAHI'T . RIALISAAI CAPAI'IT TAIIU . EASIO CAPAT,I TAHI']g -

2014 20r5 2016 2017 20la 20r4 20ls 20t6 2017 2018 2014 2015 20t6 20 ru

1 Prosentasc
Rekomendasi LHP
BPK-RI yang s€lesai
ditindsklarriuti

7U/o 7 5v" 750/" 80% 85"/" 8t,aT/" 94,210/o 83,14"/" 1ov/o 92,870/o 1t60/. 1250/" I to,85% 125"/o tog,2s"/o

2. Prosentas€ tindak
lanjut te8uan yang
selesai

asvo 9V/o 9G/" 95v" 95"/" 92,66/. 92,50/o 97,O7o/o 1Dff/" 93,81% 109"/" 102"/" 107,8svo 1050/0 98,740/o

3. Prosentasc kategori
hasil eva.luasi SAKIP
OPD densan nilai B.

3ff/" 3r/" 35o/o 66,670/o 4@/" 222,23V" t250h 125,7 t /o

4, Persentase
pelanggaran
Degawai

o,o7.,1, o,o70/o 0,050/" 0,0svo o,03% 0,t6"/" 0,05% 0,05% o,o*/o o,140/o 43,7 50/o t4tr/" tou/" 550/" 2t,240/"

5 Prosentasc temuan
kerugian daelah
dan kerugian neSara
yanE selesai

85% 90"/. 9e/" 95% 95v" 'tov/" 1000/" tou/" to0P/o 84,260/o 1t7,640/" 111,1t% r l 1,1 lvo tos,260/" 44,69/"

6 L€vel Kspabilitas
APIP

Sdgs I l 1 2 2 I 1 1 t 2 I l I I 2

7 Pers€ntase PKPT
Ysns dilaksanakan

7@/o 7U/o ? 5"/" 7 50/" 7So/" 73,26"/" 82,560/" lo0"/. I O0"/" t29,t30/6 1o4,640/0 tt7,940/0 133,3% 133,33% 172,17"/o

8 Persentase
pengaduan
masyarakat yart
ditindaklaniuti

.l 104v" r 000/0 to0"/" 1lff/" 100% tov/" q2.480/0 9t,670/o 73,50/o 92,680/" 100/" 92,44v" 9t,67vo 73,56h 92,680/"

9. Fersentasc aksi
daerah percepatan
pembe!antasan
korupsi yang
EeocaDai tsrlet

100fk 'toG/" 10@/o 6G/" I OO"/" 65"/" 6e/. \otr/o 65".

lo cakupan Klinik
Konsultasi

7$/" 7U/" 75"/" 73,26v" a2, o/o ! 0(},t, I OOol, 41,88% 104,64v. tt7,940/" 133,3% 133,330/. I 09,1870

11. Julr[ah auditor
yang bers€rtifkat

85o/o 9e/. 66,6/o a6,670/o 7A3so/. 96,3V/"
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Tabel T-C.24.r
Anggaran dan Roallrasl Pcude,n aa Pelayanan ltr.pckorat Dacrah Kabupatctr NgaqruL Tahun 2O14-2O18

PROGR.AI[ R.rrrlr.r A!t8r"rr p.d. T.lior - (Rp.l Rrtto rabrr R.dl..rl drn Anttrru
r.dr fthlrn - l%l

R.tr - Rrtr

20t4 2()ta 2015 2017 20r8 20t4 201S 2016 2017 2014 20t4 20l5 2016 2017 201t
I Pelayanan

Administrasi
Perkantoran

78,13 82 56 82,52 8,t,M 93,O5

2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

95 88 96 05 97,6S 97,09 92,17

3 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya ADaratur

99,20 79,73

Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kine{a
dan Keuangajr

97 64 77.28 75,27 91,36 89,s0

5 Peningkatan Sistem
Pengawasan
Intemal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebiiakan KDH

74,68 ?4,14 78,81 76 74 70,11

6 Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatus
Pengawasan

77 A8 78.64 98,82 85 5€ 98,s9

7 Penataan dall
Penyempumaan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawasan

98 30 98,94 88 90 80,29
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Pada tabel T-C.24.a diatas, untuk program yang berorientasi

internal memiliki kisaran rasio rata-rata pertumbuhan anggaran

2O% sedangkan rasio rata-rata realisasi anggaran 88,47 5o/o. Namun

demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak
mencapai l0O%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah

looo/o, termasuk pada program internal yang memiliki rasio serapan

yang rendah.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk digunakan untuk pengenda-lian dan evaluasi proses

pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan begr

Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh

mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu.

2.3.b KtacrJa Pel,ayanan Inepchorat Daerah Tahun 2O19-

2Cv2t

Pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2Ol8-2O23 yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019,

indikator kinerja Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari
indikator tujuan Inspektorat yang mengacu pada indikator RPJMD

yaitu: Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator
kineq'a sasaran Inspektorat, yaitu:

1) Persentase rekomendasi LHP BPK-zu yang selesai ditindaklanjuti;
2) Persentase tindak lanjut temuan yang selesai;

3) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A;

4) Persentase penyelesaian pengaduan publik;

5) Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang

selesai;

6) Lrvel Kapabilitas APIP.

Berikut adalah Pencapaian kinerja Inspektorat da_lam kurun
waktu 2019-2021 dan digambarkan oleh pencapaian kinerja alan
diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :
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Tabel T-C.23.b
Pencapalan Kltrcrja Pelayana! Ia.peltorat Dacreh Kabupaten ltgarJut Tahua 2O19 - 2O21

No Indlkator KlaorJa rerud Tugar dan
Fuagtl Perangtat Daerah

fhrgct Re tra
Peraagtat Daerah

Tehun
Reallsasl Capalaa Tahun Rarlo Capalan Pade Tahua

l%l

2()L9 2020 2o2L 20L9 2020 202L 2()t9 2020 2o21
I 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11

Indlkator \uaa :

I l,evel Maturitas SPIP Pemerintah Daerah o 2 2 2 100 100 100

IndiLator Sasaran :

I Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang
selesai ditindaklanjuti

85,5% 860/o 86,50/o 98,230/o 97,64% 92,460/o I 14,88o/o 113,53% ).06,890/o

2 Persentase tindal lanjut temuan yang
selesai

95% 95%o 95o/o 96,20/o 95,98o/o 94,t70/o lo 7,260/o 101,03olo 99,73%

3 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP
OPD dengan nilai A

lOo/o l5o/o 2Oo/o 4Oo/o l60/o 7AO% 266,67yo SOYo

4 Persentase penyelesaian pengadu.rn
publik

90% 9Oo/o 90% 94 ,170/o 96,770/o LO4,560/o ro7,4%

Persentase temuan kerugian daerah dan
kerugian negara yang selesai

85o/o 85% 9Oo/o 88,03% 85,03% 78,52o/o 1o3,560/o 100,o40/o 87,72o/o

6 Level Kapabilitas APIP 2 c 2 c 2 .) 100 100 100
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Dari tabel T-C.23.b dapat terlihat capaian dari masing-

masing indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

1. Pada indikator sasaran Opini BPK terhadap laporan

keuangal pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan
pencapaian dalam 3 tahun terakhir, target yang telah

ditetapkan telah tercapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), hal ini tidak lepas dari dukungan Bupati dan

koordinasi yang baik antar seluruh elemen yang terlibat
dalam penyusunan LKPD.

2. Pada indikator sas€rr€rn tindak lanjut temuan yang selesai

pada tahun 2Ol9 dar. tahun 2020 menunjukkan realisasi

melebihi dari target, namun pada tahun 2021 menealami

penurLrnan.

3. Pada indikator sasaran kategori hasil evaluasi SAKIP OPD

dengan nilai A peningkatan yang signifikan pada tahun 2O19

dan 2O2O, narnun mengalami penurunan pada tahun 2021.

Pada Tahun 2019 capaian sebesar 18oo/o dan Tahun 2020

sebesar 266,67Vo. Namun pada tahun 2O21 capaian hanya

sebesar 8O7o.

4. Pada indikator sasaran persentase penyelesaian pengaduan

publik menunjukkan capaian diatas 100%, sehingga hal ini
membuktikan bahwa seluruh pengaduan yang masuk telah

ditinda-klanjuti.

5. Pada indikator sasaran temuan kerugian daerah dan kerugian

neg€rra yang selesai menunjukkan realisasi yang lebih dari

target yang telah ditetapkan pada tahun 2Ol9 dan tahun

2020. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar

87,72o/o

6. kvel kapabilitas APIP masih menunjukkan di angka 2 sampai

dengan Tahun 2021.
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Tabel T-C.24.b
a. dan Reallrarl Pendaaaan t Daerah Kabu k Tahun 2OL9-2O2O

Prognm
Atrggaru pada Tahua Reallreel Anggaran pada

Tahun

Rerlo altara
RcelLart daa

Aaggarea Tahua

Rata-rata
PertuEbuhrtr

2019 2020 20t9 2o20 2019 2020 Aaggeran Rcalliarl

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

476.592.OOO 331.009.000 434.412.797 298.255.881 9t,150/o 90,10% 0,30 -o,31

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

403.500.o00 263.498.000 374.649.203 244.063.900 93,85o/o 92,620k 0,34 -0,35

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

23.200.OOO 12.300.000 20.105.000 10.364.O00 a6,66vo 84,260/o 0,46 -0,48

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

7.450.000 7 .207.OOO 96,740/o 1 1

Program Peningkatan
PengembanBan Sistem
Pelaporan Capaian Kine{a
dan Keuangan

15.000.000 13.487.200 12.913.400 13. 121.000 86,O9Yo 97,28% 0,1 0,016

Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebiiakan KDH

984.505.600 744.222.950 905.393.650 72,290/o 9l,96Yo -0,04 o,2l

Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebljakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan

455.000.000 131.876.900 276.562.t90 73.836.050 60,7gyo 55,99% -o,71 -o,7 3

Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan

350.000.000 11.558.800 300.83 1.500 i0.666.700 85,95% 92,280/o -0,96 -0,96

Jumlah 2.7 52.825.OOO 1.755.685.500 2.167.737.O40 1.562.908.681
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b. Anggaraa den Realleacl Peadauaan Pelayanan ltrapckorat Dacrah Kabupaten l{gaqluk Tahtn 2O2l

8.594.085.250 5.849.351.857 68,O6YoProgram Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota

522.352.500 359. 191.700 68,760/0Program Penyelenggaraan Pengawasan

180.259.O00 6530%Program Perumusan Kebdakan,
Pendampingan, dan Asistensi

276.058.000

6.388.802.557Jumlah 9.392_495.750

r
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Pada umumnya rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi

memiliki trend negatif, HaI tersebut disebabkan karena adanya

pandemic Covid-l9 yang berdampak pada adanya kebijakan

refocusing sehingga anggzrran tahun 202O dar, 2O2L pada sebagian

besar kegiatan dikurangi anggarannya bahkan ada beberapa

kegiatan yang tidak tersedia anggar€rnnya.

II.4. Tant'ngFn dan Peluang Pengembangan peleyanan

Iaspettorat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan

dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah

sebagai berikut:

2.4.1 Tantangaa

a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap
pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan

bersih dari KKN.

b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKpD,

karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk
memahami dan mengimplementasikan regulasi yang

berlaku.

c. Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) pada SKPD masih belum be{alarr dengan baik.

d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil
pengawasan oleh SKPD.

e. Kapabilitas pengawasan internal pemerintah belum

berada pada level 3, maka perlu meningkatkan qualifu

assltran@ dan corsulting pada APIP.

f. Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2O19 berakibat pada

berubahnya kegiatan dan program Inspektorat sehingga

diperlukan penyesuaian atas hal tersebut.
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2.4.2?elruatg
1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang

tercermin dalam RPJMD.

2. Dukungan dari KPK-RI terkait pencegahan korupsi

melalui program (Monitoring Control for Prevention)

MCP, Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI dan Survei

Penilaian Integritas (SPI)

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke

arah transparansi pengelolaan Keuang Daerah

4. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan

Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur
dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

intern pemerintah.

5. Dukungan dari Inspektorat Provinsi dengan dengan

adanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasn Korupsi (RAD-PPK), Perluasan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi [WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta

Program Pengendalian Gratilikasi (PPG).

6. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung
pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan

pengelolaan keuangan.

7. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan,

Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIp mErmpu

memberikan peringatan diru (earfu utarnitq sgstem)

dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

8. Sinergisitas APIP dengan APH
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uI.1

BAB ItI
PERUASALIIHAI| DAIT ISU SIRATEGIS

l{saflflkad Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungst

Pelayanan Perangkat Daerah

Identifrkasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai

berikut:

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memiliki
tugas dalam pengawasan internal memiliki permasalahan

dalam mengawal tata kelola Pemerintah Daerah yang baik
yaitu rendahnya tingkat maturitas SPIP Pemerintah Daerah

masih pada l*vel 2 dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) belum mampu berperan sebagai QA (Qualitg Assuranel
bagi Perangkat Daerah.

Rendahnya tingkat maturitas dapat dilihat dari turunnya
opini BPK atas LKPD (WTP menjadi WDP) pada Tahun 2016,

target RAD PPK dalam upaya pencegahan korupsi belum dapat

tercapai (nilai masih dibawah 7 5o/ol, rendahnya nilai
akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (CC pada Tahun
2017) meskipun pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten

Nganjuk dapat meraih nilai B (baik) tetapi masih dalam B
(baik) yang kurus yaitu 64,75.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ApIp)

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk masih pada I*vel 2

darr belum memiliki kompetensi yang merata, ini membuktikan

bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum bisa

berperan sebagai QA (Qualitg Assarane). Terlihat juga dari
masih banyaknya temuan hasil pengawasan ekstemal pada

Perangkat Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada

sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-

undangan atau struktur/ manajemen Perangkat Daerah.

Permasalahan diatas disebabkan karena Perangkat

Daerah belum mampu mengidentifikasi resikonya sehingga

belum dapat memetakan resiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang
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bersangkutan. Sebab lain adalah bahwa objek pengawasan

kurang sebanding dengan jumlah auditor sehingga hasil
pengawasan menjadi kurang maksimal, termasuk juga

anggaran yang terbatas menjadi kendala bagi pelaksanaan

operasional pengawasan.

UI.2 Telsahan VlBl, Mtsi dan Program Kepala Daerah daa Wahl
KePala Daerah Terplllh
Dengan Visinya:

"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat
(Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)"

Sasaran ke-1 dari Misi ke-2 Bupati terpilih adalah:

'Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang BailC

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif
dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang

professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, al<an

dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai

terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih
berharap kepada seluruh masyarakat Nganjuk untuk
membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam
pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Nganjuk
yang makrnur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang

mulia).

Dalam hal penyelenggaraaan pemerintahan dan
pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKpD

bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kine4'a

dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung
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Misi ke-2 Bupati terpilih adalah:

"Meningkatkan Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional Dan

Accountable Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang

Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan
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III.3 Telaahan Rengtra Kementerian/Ie mbaga dan Renstra
Inspektorat Provinsi Jasa Timur
UI.3.1. Reastra Kementerlan Dalam Iilegeri tahun 2OlS-
zlJL9

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan

tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

. Sasaran Strategis:

a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah

dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan

Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas l,aporan

Keuangan dengan predikat WIP berbasis akrual;

c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi

Birokrasi untuk mendapatkarr akuntabilitas kinerja
kategori A dan Indeks RB kategori B.

Program:

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan

sasaran program:

a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good

governance and good government) dilingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

b. Pengawasan atas penyelenggara€rn urusan pemerintahan

di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah

Daerah.
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terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan tugas

pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan

pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.



III.3.2. Renstra Iuspcktorat Proplasi Jawa Tlmur
Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam

melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi

fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2014-2019 antara

lain:

a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

b. Skor Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kineda
Instansi Pemerintah

c. Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

d. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (RADPPK)

e. Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(wBBM)

f. Program Pengendalian Gratifrkasi (PPG)

Derrgan telah ditelaatmya Rerls,tra Kementeian Dalam

Negei dan Inspektorat Propin"si Jawa Timur In spelctorat

Kabupaten Nganjuk akan mensinkronkan program dan kegiaton

g ang telah diamanatkan dalam peraturan perundang -un dang an
gang berlalu (Permend.ogi No. 35 tatun 2O18 tentang

Kebijakan pengauosar" pengelenggaraan Pemerintah Daerah

Tatatn 2O19).

III.4 Teleahan Rencana Tata Ruaag Wilayah dan lqjhn
Lingkungan HtduP Strategis

I(ajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan

Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana,

dan/ atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya

sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan
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hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk
Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS

RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan

partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan
Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori,
yaitu:

l. Indikator yang sesuai dengan indikator global,

2. Indikator nasiona-l sebagai proksi indikator global,

3. Indikator globaI yang belum didefinisikan dan akan

dikembangkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Inspektorat Daerah

mendukung tujuan yang ke-16, yaitu Menguatkan Masyarakat

yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan,
Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun

Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua

Tingkatan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi

dan pen5ruapan dalam segala bentuknya dan indikator
nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks

perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga

sumber keterangan melalui Survey Penilaian Integritas yaitu:

a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku

korupsi dalam masyarakat;

b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik
tertentu

c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tqluan untuk
mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas
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yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan

mengimplementasikan regulasi yang berlaku.

b. Implementasi pengendalian intern pada SI(PD masih belum

berjalan dengan baik.

c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan

pemberantasan korupsi.

e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin rrlut:u (qualitg

a.ssurane)

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tu-iuan

untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin
dalam RPJMD.

b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan
Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur
dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern
pemerintah.

c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan,

penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri,

BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan
peringatan dni (earfu uarning system) dalam pelaksanaan

tugas pengawasan.

III.5 Penentuaa Isu-Isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencErnaan pembangunan karena dampaknya, yang

signikfrkan bagi Inspektorat adalah:

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih

dari KKN.

2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah (SAKIP).
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4. Struktur kelembagaan APIP kurang mendukung

Independensi dan Obyektifitas dalam pelaksanaan

pengawasErn.

5. Peran APIP dalam melaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum

efektif.

6. Tuntutan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP.

7. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam

pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan belum

memadai.
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BAB TV

TUJUAIT DAI{ SASARAIY

4.1. Tqiuan

Dalam Renstra 2018 - 2023, Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tqiuan organisasi sebagai

arah strategik menuju perbaikan kineda selama 5 (lima) tahun
sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik

melalui Kualitas Pengawasan"

4.2. Sasaran

Dari tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai

berikut:

"Meningkatnya kualitas pengawas€rn penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel"
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Tabel T-C.25

Tqfuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspelrtorat Daerah Kabupatea l{ganJuk

Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
Daerah yang Baik
melalui Kualitas
Pengawasan

Level
Maturitas
SPIP

kvel
2

Level
2

Level
2

Lrvel
J

Level
3

Meningkatnya
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
akuntabel

Persentase
perangkat daerah
yang menerapkan
SPIP sesuai
standart

NA NA NA 28o/o 32Yo
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH I(IBIJAI{Ail

Sebagai salah satu rujukan penting dalam rencana strategis,

rumusan strategi akan meng-implementasikan bagaimana sasaran

Perangkat Daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
untuk jangka waktu 5 (Iima) Tahun ke depan dibutuhkan strategi

atau langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas

Perangkat Daerah.

Selanjutnya memperhatikan pada RPJMD Kabupaten

Nganjuk Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten Nganjuk

mengintensilkan kegiatan Pendampingan terhadap tata kelola
keuangan desa dengan melibatkan Perangkat daerah dan Instansi
vertikal terkait.

Strategi khusus yang dimalsud di sini adalah cara atau
strategi yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam lima
tahun ke depan. Strategi khusus yang akan dilakukan adalah
dengan menjalankan program koordinatif atau program lintas
"sektor" atau "pihalf yang saling mendukung. program ini dapat
dilakukan di beberapa sub wilayah tertentu (program kewilayahan) di
Kabupaten Nganjuk, sesuai potensi dan atau permasalahan yang

ada. Strategi khusus ini mengarahkan focus dan atau lokasi
program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan strategi
urnum, sehingga terjadi sinergisitas dan integritas dalam mencapai

tujuan dan sasaran bersama. Salah satu strategi khusus
pembangunan Kabupaten Nganjuk periode 2Ol8-2O23 adatah

Menblna dan Meagawasl Peayeleaggaraaa pemerintah Daerah.

Strategi khusus kedua ini diharapkan mampu mendukung
pencapaian tqjuan dan sasaran penyelenggaraan misi kedua dalam
mencapai visi Kabupaten di tahun 2023. pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan
untuk mempercepat upaya pencipataan tata kelola pemerintahan

serta pelayanan publik yang baik, di tingkat kabupaten hingga
tingkat desa. Program dan kegiatan yang dilaksankal oleh perangkat
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Daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat harus memenuhi kriteria a?,as-a?as

umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari KKN serta mewujudkan tata kelola keuangan yang

baik sesuai PP Nomor 6O Tahun 2008 tentang SPIP.

Kekhususan dalam strategi ini adalah adanya pelibatan

berbagai pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraal pemerintahan daerah. Perangkat Daerah yang

menjadi leading sektor adalah Inspektorat yang harus melakukan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan terkait
dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPP Pratama, BAPPEDA, Dinas pMD,

BPKAD, serta Akademisi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Strategi ini dilakukan di seluruh level pemerintahan di
seluruh Kabupaten Nganjuk.

Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan. Arah
kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi.

Strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran dan

tujuan Inspektorat, altara lain:

1. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas
keuangan dan kinerja baik Perangkat Daerah maupun
Pemerintahan Desa, dengan arah kebijakan:

a. Mengoptimalkan asistensi dan pendampingan baik di
tingkat Perangkat Daerah hingga Pemerintahan Desa.

b. Melaksanakan pengawasan secara berkala.

c. Meningkatkan koordinasi dengal entitas.

d. Meningkatkan penguatan kapasitas peran SATGAS SpIp-

PD

e. Meningkatkan sinergitas dengan APH.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP sesuai standart,
dengan arah kebijakan:

Mengikutsertakan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

dalam kegiatan peningkatan profesionalisme
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3. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjaag

tercapainya kine{a Perangkat Daerah, dengan arah kebijakan:

Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat

Daerah.
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Tabel T-C.26
Saeara Stra dan Ke akan

Vlsi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto
Kutho)

Misi II : Meningkatkan Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional, dan Accountable demi Masyarakat Kabupaten
Nganjuk yang Efektif dan Efisien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif,
dan Transparan

Tuluan Sasaran Strategi Arah Kebilakan
Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintah
yang baik
melalui
kualitas
pengawas

Meningkatnya
kualitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang akuntabel

a. Sinkronisasi program pengawasan
sesuai kebutuhan tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih (Good Governance and
Clean Goverment).

b. Optimalisasi Teknologi Informatika
dalam pelaksana€rn pengawasan
(srM HP).

c. Meningkatkan kualitas temuan
dan kompetensi Aparat Pengawas
Internal Pemerintah

d. Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

e. Meningkatkan peran Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
sebagai mitra dalam pencapaian
tujuan bagi perangkat daerah

f. Mengoptimalkan penerapan
kendali mutu audit

a. Meningkatkan perencanaan
pengawasan dengan pengawasan berbasis
risiko

b. Mengefektilkan mutu pengawasan
secara profesional oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah

c. Mengawal tercapainya opini WTP
d.Peningkatan penerapan SPIP Perangkat

Daerah
e. Mengawal Peningkatan implementasi SAKIP
f. Memberikan kesempatan kepada APIP

untuk meningkatkan pengetahuan tentang
kepengawasan

g. Meningkatkan level kapabilitas Aparat
Pengawas Internal Pemerintah

h.Optimalisasi sumberdaya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
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BAB VI
REITCANA PROGRAU DAN KEGIATAN SERTA PENDAITAAIT

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna

mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelalsanaan dan
pembiayaannya baik melalui APBD. Sejauh mungkin diidentilikasi
pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran

serta alrtif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun
program pemerintah, serta kine{anya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya

dengan kebljakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka itu
perlu diidentifrkasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah

ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum

diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu
untuk meyakinkan apalah kebijakan yang telah ditetapkan benar-

benar dapat dilaksanakan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Rencana Strategi

2Ol8-2O23 menetapkan:

T\riuan:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui

Kualitas Pengawasan

Indikator T\riuan:

Level Maturitas SPIP

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

yang akuntabel.

Sasaran dan program yang telal ditetapkan dalam Rencana

Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana

kinerja tahunan.

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan Tabel T-C.27.

sebagai berikut :
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BAB VII
XITER..'A PEITY-ELEN(X}ARAAJT IIRUS/UT

II{SPEKTORAT DA,ERAII

Indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam sampai dengan

tahun 2023 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tqiuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan
pada tabel indikator Inspektorat Daerah yang mengacu pada

tqiuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1
Iadlketor Inepeltorat Daereh ya[g mcrrgecu pada

dan Sasaran RPJIID

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari

suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, mal<a perlu ditetapkan

suatu indikator kine{a yang mencerminkan tujuan/ sasaran yang

ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah sebagai komponen Perangkat

Daerah ya-ng mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan

kebijakan teknis dan strategis.

Dari indikator RPJMD di atas, maka inspektorat Daerah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Kordi.l
Llacdr

p..h.rd
pcrlodc
RPJUD

TargetI{o. lEdILrtor SetuaD

20r8 20t9 2020 2o2L 2022 2023

Koadicl
Lircrja
prda
aLhlr

pcrlode
RPJUD

I 2 3 4 5 6 7 8 g 10
I Ievel

Maturitas
SPIP

kvel NA 2 c 2 3 3 3
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Tabel T-C.28
IndiLator KlnerJa Utana Iupektorat Daerah

Indlkator Kine Kunci Ing ktorat Daerah

No. Saearan Indlkator
Klaeda Foraulael Perhltungan

Targct Kordful ktaorJa
pada akhtr

porlode RPJMD2()t9 2020 2022 2023

1 ) a 4 5 6 7 8 9 10
I Meningkatnya

pengawasan
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah yang
akuntabel

Persentase
perartgkat
daerah yang
menerapkan
SPIP sesuai
standart

Jumlah perangkat daerah
yang menerapkan SPIP

eesuai stendart

Jumlah eeluruh OPD

NA NA NA 28o/o 32o/o

Target
No. Salaran Formul.ael Perhltungan 2()t9 202() 2021 2022 2023

Kondlrl kherJa
pada athlr

perlode RPJMD

Ildlkator
Klaeda

i 2 4 6 7 8 9 10
2 2 ) 3 31 Meningkatnya

kompetensi dan
profesionalisme
Aparatur
Pengawas Intern
Pemerintah

Level
Kapabilitas
APIP

Penilaian atas penerapan tata
kelola APIP dengan mengacu
kepada Intemal Audit Capabilitg
Model (IACM) mencakup
penilaian terhadap 6 (enam)
elemen
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2Ol8-2O23 merupakan strategi perencanaan

program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan ini disusun untuk
peningkatan kinerja fungsi penunjang bidang perencanaan dan

fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dalam

kerangka penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan target indikator Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah

disepakati dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ot8-2O13

serta target sasaran nasional.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat
pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berpedoman

pada Rencana Strategi tahun 2018-2023. Dengan Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai

landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja
pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis ini, maka

dilstaFkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani

kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, sehingga

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yangdisusun pada

Tahun 2O23 mempunyai dasar acuan.

Program-program pembangunan pada masa transisi
diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan

hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada

Tahun 2024 tetap melanjutkan program-program yang telah

dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu
dalam menyusun perenc:rnaan pembangunan pada Tah:un 2024
tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah

ditetapkan dalam dokumen ini.
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B. Kaidah Pelalsanaan

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk Taun 2018-2023 sebagai pedoman

dalam menyusun Rencana Ke{a Tahunan (Renja) yang

selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

2. Program kegiatan yang tercantum dalam Renstra

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol8-2O23

sebagai acua-n bagr Aparatur Perencana dalam

mengusulkan Rencana Kegiatan.

3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja

Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai

instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran

yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut,

disamping sasaran dan indikator kinerja bagr kepentingan

Perangkat Daerah.

Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM

yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas
yang baik.Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu

kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek

yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan

tanggapan sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat

segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol8-2O23 belumlah sempurna

karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-

saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2Ol8-2O23.

I
INSPEKTUR DAERAH

KAB NGANJUK

Ir. IONO M.
Pembina Utama Muda
NrP. 19640311 199303 1012

53 lPage


